


BUPATI MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAI}UPATEN MUSI RAWAS

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 12)

Und,ang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta
Pasal 263 ayat (a) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun ZAl4 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan
antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan

Daerah, Rencana Kerja pemerintah Daerah
merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daera_h, serta renc€ula kerja
dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud datam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Rencana

b.



Mengingat

i

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2023.

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 7945;

2. Undang-Undang Nomor 2g Tahun lg5g tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun lg5g Nomor ZA, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA3 Nomor 47, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
a286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor S,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AI4
Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan antara pemerinta_tt

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor +, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

67571;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraarl Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 60a1);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI9

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Ta-hun 2Ol9 Nomor 42,

Tambahal l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6332);

9. Peraturan Menteri Dalatn Negeri Nomor 86 Tahun

2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jatgka Panjang, Rencana

Pembangunan Jalgka Menengah Daerah dan

Rencana Keqa Pemerintah Daerah, (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1.312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun

2Ol9 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun zOLg

Nomor 11lai;

3



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2A2O Nomor l78l)";
12. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 81 Tahun

2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Nomor 1 Tahun 2Ol9 tentang Rencana

Pembangunal Jangka Menengah Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2Ol9-2O23 {Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2Ol9

Nomor 1), sebagairnana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Nomor 13 Tahun 2O2l tentang Perubatran atas

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Nomor 1 Tahun 2Ol9 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2Ol9-2A23 (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2O2L

Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor

10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (l,embaral Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2AL6 Nomor 10),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun

2O2l tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas
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Tahun 2076 Nomor 10);

15. Peraturan Daera-h Kabupaten Musi Rawas Nomor 7

Tahun 2O2l tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2027 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratural Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas,

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada

Pemerintah Daerah Selaku Pengguna

Anggaran / Pengguna B arang

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi
Rawas yang selanjutnya disebut RKPD adalah

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.

Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Tahun 2A23 merupakan dokumen
perencanaan pembangunarl Kabupaten tahun 2023.
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(2) RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun sebagai acuan dalam setiap kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten
dan sekaligus menjadi tolak ukur terhadap kinerja
Pemerintah Kabupaten.

BAB II

SISTEMATIKA NASKAH RKPD

Pasal 3

RKPD disusun dengan sistematika sebagai

PENDAHULUAN

GAN4BARAN UMUM KONDISI DAERAH

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEUANGAN DAERAH

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN

2023

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

KINERJA PENYELENGGAIRTdI/U{ PEMERINTAH

DAERAH

PENUTUP

Naskah

berikut:
BAE} I

BAB II

BAB III

BAE} IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

Pasal 4

Rincian RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan

Bupati ini.
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Pasal 5

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara Perencalaan, Penganggaran,

Pelaksanaan dan Pengawasan'

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Musi

Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggal t 3 Juli 2A22

SI RAWAS,

t

Diundangkan di Muara Beliti

pada tanggal tB luti 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH

RAWAS TAHUN 2022 NOMOR . 16
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KATA PENGANTAR 

  

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala segala karunia 

dan kekuatan-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2023. 

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi 

Rawas tahun 2023, disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten 

Musi Rawas tahun 2021-2026, serta mengacu pada  rancangan RKP tahun 

2023 dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023. 

Sesuai fungsinya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan. Oleh karena itu 

perannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan 

pembangunan daerah dan menjadi pedoman dalam proses penganggaran 

Rancangan APBD Kabupaten Musi Rawas tahun 2023. Untuk selanjutnya 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Musi Rawas 

harus mempedomani serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi/ 

memaduserasikan rencana program, kegiatan dan subkegiatan  hingga 

pelaksanaannya.  

Pada kesempatan ini juga, kami menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah 

berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2023. 

 

 

      Muara Beliti ,     Juli  2022 

BUPATI MUSI RAWAS 

 
RATNA MACHMUD 
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1.1. LATAR BELAKANG 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas 

merupakan rencana kerja pemerintah tahunan yang diawali dengan 

penyusunan Rancangan Awal RKPD. Penyusunan Rancangan Awal RKPD 

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026, 

rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Selatan, rancangan awal RKP 

(Rencana Kerja Pemerintah), program strategis nasional, dan pedoman 

penyusunan RKPD. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 Ayat 

(2) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah. 

Setelah  diterbitkannya Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah dan Permendagri No. 70 tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah, menjadi babak baru bagi Pemerintah 

Kabupaten Musi Rawas dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. 

Nomenklatur yang semula hanya pada level Program dan Kegiatan, kini 

menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pengelolaan data perencanaan 

pembangunan yang semula menggunakan SIMDA, kini harus  berganti 

menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang disediakan 

oleh Kemendagri. 

RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 

satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai 

BAB I 

PENDAHULUAN 
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kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka 

menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen RKPD 

secara umum mempunyai nilai strategis, antara lain:  

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;  

2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja OPD, berupa program/kegiatan 

OPD dan/atau lintas OPD;  

3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran 

RPJMD;  

4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan 

RAPBD;  

5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk 

memastikan bahwa APBD telah disusun dengan berlandaskan RKPD. 

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan 

pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pemerintah Kabupaten 

Musi Rawas memberikan perhatian dan daya upaya optimal secara sejak awal 

tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD agar dapat 

menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Karakter RKPD yang berkualitas 

dimaknai dengan RKPD yang memenuhi kriteria antara lain: 

1.  Disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya; 

2.  Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas 

sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan; 

3.  Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program 

dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam 

Musrenbang; 

4.  Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan 

indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran 

(output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur; 

5.  Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan 

yang menunjukkan prakiraan maju. 

Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 disusun 

dengan tahapan sebagai berikut : 

1.  Persiapan penyusunan RKPD. 
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Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi: 

a.  Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan 

tim penyusun RKPD; 

b.  Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD; 

c.  Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; 

d.  Penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. 

 

2.  Penyusunan rancangan awal RKPD. 

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan 

terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD. 

a.  Perumusan rancangan awal RKPD. 

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut: 

1)  Pengolahan data dan informasi; 

2)  Analisis gambaran umum kondisi daerah; 

3)  Analisis ekonomi dan keuangan daerah; 

4)  Evaluasi kinerja tahun lalu; 

5)  Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional; 

6)  Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Musi Rawas; 

7)  Perumusan permasalahan pembangunan Kabupaten Musi Rawas; 

8)  Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan 

daerah; 

9)  Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta 

pagu indikatif; 

10)  Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif; 

11)  Pelaksanaan forum konsultasi publik;   

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2022 

dengan peserta dari stakeholder pelaku pembangunan yaitu, 

perwakilan dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, insan 

pers, dunia akademisi serta dari organisasi perangkat daerah. 
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Gambar 1.1.  Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2.  Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan  Forum Konsultasi  

     Publik Tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten    

     Musi Rawas Tahun 2023 
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b.   Penyajian rancangan awal RKPD. 

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai 

berikut: 

1)  Pendahuluan; 

2)  Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; 

3)  Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; 

4)  Prioritas dan sasaran pembangunan; 

5)  Rencana program prioritas daerah. 

 

3. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan 

Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari 2022. 

Musrenbang di masing-masing Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk membahas 

usulan kegiatan di tingkat desa untuk menghasilkan kesepakatan akan yang 

diusulkan di musrenbang kecamatan. 

 

Gambar 1.3 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa 
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4.   Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan 

Musrenbang tingkat Kecamatan dilaksanakan pada minggu I sampai dengan 

minggu III bulan Februari 2021. Musrenbang di masing-masing Kecamatan 

diawali dengan pelaksanaan pramusrenbang, dimana pada pelaksanaan 

pramusrenbang dilakukan pembahasan trilateral desk antara perwakilan desa, 

pihak kecamatan serta OPD. Dalam trilateral desk dilakukan penentuan 

usulan kegiatan berdasarkan skala prioritas dan verfikasi dari OPD.  Hasil 

kesepakatan trilateral desk tersbut yang dibawa pada waktu pelaksanaan 

musrenbang tingkat kecamatan untuk disepakati oleh para pihak. 

 

Gambar 1.4.  Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2022 
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5.    Penyusunan rancangan RKPD. 

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan 

awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja 

OPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, 

kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif pada setiap rancangan Renja 

OPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. 

 

6. Pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah 

Forum Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 22-25 Maret 

2022. Proses yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk 

penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan 

RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana 

dimaksud, mencakup: 

a.  Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Musi 

Rawas dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan 

Provinsi Sumatera Selatan dan nasional serta usulan program dan 

kegiatan hasil musrenbang kecamatan. 

b.  Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada 

pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas pada musrenbang. 
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c.  Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan 

Kabupaten Musi Rawas 

d.  Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan. 

e.  Sinergi dengan RKPD Provinsi Sumatera Selatan dan RKP 

Gambar 1.5  Forum  Organisasi Perangkat Daerah   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Pelaksanaan Musrenbang RKPD. 

Musrenbang RKPD dalam pelaksanaannya dilakukan setelah pelaksanaan 

Forum Perangkat Daerah. Selain itu juga diadakan kesepakatan bersama 

antara OPD, Bappeda Kabupaten Musi Rawas dengan stakeholder 

pambangunan.  

Gambar 1.6 Musrenbang RKPD Tahun 2022 untuk Penyusunan RKPD 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS 2023 I-9 

Gambar 1.7 Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD 

Tahun 2022 untuk Penyusunan RKPD 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Perumusan rancangan akhir RKPD. 

Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan 

penyusunan rancangan akhir RKPD. 

9. Fasilitasi rancangan akhir RKPD 

Memenuhi amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 102 yang mengatur dan 

menerangkan proses dan tata cara pengendalian dan evaluasi Dokumen 

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota, maka rancangan akhir RKPD 

Kabupaten Musi Rawas  diserahkan kepada Bappeda Provinsi Sumatera 

Selatan untuk difasilitasi. Hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan dijadikan bahan perbaikan rancangan akhir RKPD sebelum 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.  
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10. Penetapan RKPD. 

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas setelah dilaksanakan 

fasilitasi RKPD Kabupaten Musi Rawas oleh Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan 

Kabupaten Musi Rawas dengan Provinsi Sumatera Selatan serta Pemerintah 

Pusat.  

 

Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah diselaraskan 

dengan prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan prioritas pembangunan di 

tingkat nasional, RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan peraturan kepala 

daerah merupakan bagian dari rencana pembangunan tahunan ke-3 (tiga) 

RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2021-2026. Selanjutnya, akan  digunakan 

sebagai landasan penyusunan rancangan KUA dan PPAS dalam rangka 

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Musi Rawas Tahun Anggaran 2023. 

 

Diagram alir proses penyusunan RKPD sampai dengan penyusunan 

APBD disajikan dalam Gambar berikut ini. 

Gambar 1.8 

Alur Proses Penyusunan RKPD Sampai dengan Penyusunan APBD 

 

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 
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1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 ini antara lain : 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1821); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 

dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; 
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8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 122 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1114); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1419); 



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS 2023 I-13 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2021 Nomor 13); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Musi Rawas   Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Musi Rawas   Tahun 2016 Nomor 10); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas 

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 

Nomor 7). 

 

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN  

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas yang 

dituangkan dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 sinkron dengan 

arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan 

pembangunan nasional,  dokumen perencanaan  pembangunan  Provinsi 

Sumatera Selatan dan  dokumen perencanaan Kabupaten Musi Rawas.  

1.3.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas yang 

dituangkan dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 sejalan dengan 
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arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan 

pembangunan nasional,  dokumen perencanaan  pembangunan  Provinsi 

Sumatera Selatan dan  dokumen perencanaan Kabupaten Musi Rawas. Hal ini 

merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang  Pemerintahan Daerah. 

Skema hubungan antara dokumen di tiap tingkat pemerintahan disajikan 

pada Gambar berikut ini : 

Gambar 1.9 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan 

OPD 

 

 

 

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama 

para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing - 

masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yangdimiliki 

daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. 

Secara lengkap penjelasan masing-masing dokumen yang terkait dengan 
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penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 juga disusun dengan 

memperhatikan pada kebijakan RKP Tahun 2023 serta Peraturan Menteri 

Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023. RKP dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sebagai acuan  untuk mewujudkan 

sinergitas kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas dengan 

kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan memastikan bahwa prioritas 

nasional sudah terintegrasi dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 

2023. 

 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan 2019-2023 

Penyusunan RKPD Tahun 2023 memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, guna mewujudkan sinergitas kebijakan 

pembangunan Kabupaten Musi Rawas dengan kebijakan pembangunan di 

tingkat provinsi, sehingga kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam 

RKPD Kabupaten Musi Rawas akan mendukung kebijakan pembangunan 

jangka menengah di tingkat provinsi. 

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan                        

Tahun 2023 

Guna mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan Kabupaten Musi 

Rawas dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, kebijakan 

pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas tidak 

bertentangan dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, untuk itu 

penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 mengacu dokumen 

RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023. 

 

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Musi Rawas Tahun 2021-2026 

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 merupakan penjabaran Tahun ke 
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tiga RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten 

Musi Rawas Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program 

Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas periode 2021-2026 yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Bupati Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021. 

5. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) 

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 

2021-2026 yang memuat program dan kegiatan pembangunan dalam rangka 

pelaksanaan urusan pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-

2026. Renstra OPD tersebut sebagai pedoman penyusunan Renja OPD 

Tahun 2023. 

7.  Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) 

RKPD Tahun 2023 akan menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun dokumen 

Renja OPD Tahun 2023 sebagai rencana pembangunan tahunan di tingkat 

perangkat daerah sesuai dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas 

fungsi dan tata perangkat daerah. 

 

1.3.2 Kerangka Pikir Penyusunan RKPD Tahun 2023 
 

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Kabupaten 

Musi Rawas disusun dengan 4 (empat) agenda pembahasan substansi, yaitu : 

1.  Penyusunan Rancangan Awal RKPD 

Pada proses penyusunan rancangan awal RKPD merupakan tahapan awal 

yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas  yang didalam proses 

penyusunannya dilakukan melalui beberapa mekanisme pembahasan 

substansi rancangan awal, melalui Arahan Bupati Musi Rawas kepada Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kabupaten Musi Rawas dan Arahan 

Bupati Musi Rawas kepada OPD. Arahan Bupati Musi Rawas tersebut 

selanjutnya menjadi bahan rancangan awal (rancangan teknokratis) RKPD 

yang dikonsultasikan kepada publik melalui Forum Konsultasi Publik. 

2.  Penyusunan Rancangan RKPD 
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Pada proses penyusunan Rancangan RKPD disusun berdasarkan masukan 

dari hasil pelaksanaan Konsultasi Publik dan masukan pokok – pokok pikiran 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas, serta 

rancangan program/kegiatan OPD. Produk Rancangan RKPD tersebut 

selanjutnya akan menjadi masukan didalam kegiatan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tahun 2023 untuk 

penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023. 

3.  Penyusunan Rancangan Akhir RKPD 

Rancangan akhir RKPD merupakan bagian dari rumusan finalisasi Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023. Produk rancangan akhir 

RKPD disusun mengacu dari hasil pelaksanaan forum-forum yang 

diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian proses Musrenbang 

Kabupaten Musi Rawas dan sudah memuat hasil kesepakatan pembahasan 

substansi termasuk didalamnya rumusan program/kegiatan pembangunan di 

Kabupaten Musi Rawas; 

4.  Penetapan RKPD 

Penetapan RKPD 2023 mengacu pada RKP, RKPD Provinsi Sumatera 

Selatan dan RPJMD Kabupaten Musi Rawas yang ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Musi Rawas. 

 

1.3.3  Prinsip dan Pendekatan 

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 disusun oleh Pemerintah Daerah 

secara swakelola dengan melibatkan stakeholder terkait sesuai dengan hak dan 

kewajibannya masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan regulasi yang 

mengatur mengenai perencanan daerah dan didasarkan pada pertimbangan 

bahwa RKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan publik, sehingga 

menjadi kewajiban aparat pemerintah daerah untuk menyusun 

mengimplementasikan dan mempertanggungjawabkannya. 

Dalam rentang kendali untuk memastikan bahwa output hasil penyusunan 

yang berkualitas, taat regulasi dan operasional, maka pendekatan dalam 

penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 menggunakan 

prinsip sebagai berikut: 
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Tabel 1.1. 

Prinsip Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 
 

PRINSIP INDIKATOR 

Keterkaitan Tersedianya penjelasan mengenai keterikatan antara 

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten RKPD 

dengan RPJMD, RPJP, RKP, RKPD provinsi serta 

program prioritas daerah dengan provinsi dan nasional. 

Kolaboratif Dilakukan pemerintah Daerah bersama para 

pemangku kepentingan. 

 

kepentingan berdasarkan peran dan kewena nga n masi 

ng-masing. 

Kewilayahan  Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana 

pembangunan. 

 Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang 

dimiliki, sesuai dengan dinamika  

 
 

 

Dalam aspek yang lain penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 

2023 dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan yang berorientasi 

pada proses dan pendekatan yang berorientasi pada substansi. Detil konfigurasi 

orientasi pendekatan penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2. 

Pendekatan Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 

Yang Berorientasi Pada Proses 

 

PENDEKATAN PARAMETER 

Teknokratik Dilaksanakan dengan menggunakan metode 

dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan 

dan sasaran pembangunan Daerah 

Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan 

informasi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi 

Rawas Tahun 2023. 

Partisipatif Dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan, 

untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa 

memiliki. 
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Politik Dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi 

kepala daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan 

pembangunan jangka menengah (RPJMD) yang 

dibahas bersama dengan DPRD. 

Saran dan pendapat DPRD yang disampaikan melalui 

Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Musi Rawas 

dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2023. 

Atas-bawah 

(topdown) 

Sinkronisasi  dan sinergitas Prioritas Daerah Dalam 

RKPD Kabupaten Musi Rawas dengan Prioritas 

Nasional dalam RKP Tahun 2023 dan  Prioritas 

Provinsi Sumatera Selatan dalam RKPD Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2023. 

Bawah-atas (bottom-

up) 

Sinkronisasi usulan dari Musrenbangdes/Musrenbang 

Kelurahan dan Kecamatan dalam penyusunan RKPD 

Kabupaten Musi Rawas tahun 2023. 

Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan 

dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 

melalui forum konsultasi publik. 

 

Selain itu dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 yang 

berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan sebagai berikut: 

Tabel1.3. 

Pendekatan Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 

Yang Berorientasi Pada Substansi 

PENDEKATAN PARAMETER 

Holistik-Tematik Dilaksanakan dengan mempertimbangkan 
keseluruhan 3 unsur/bagian/kegiatan pembangunaan 
sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, 
hambatan dan/atau permasalahan yang saling 
berkaitan satu dengan lainnya. 

Integratif Menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu 
proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya 
pencapaian tujuan pembangunan daerah. 

Spasial Dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi 
keruangan dalam perencanaan. 
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1.4 MAKSUD DAN TUJUAN 

1.4.1. Maksud 

Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  Kabupaten Musi Rawas 

Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk : 

a. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menyusun Rencana 

Kerja (Renja) Tahun 2023; 

b. Menjadi acuan dalam penyusunan rancangan KUA  dan PPAS    Kabupaten 

Musi Rawas Tahun 2023; 

 

1.4.2. Tujuan 

 Penyusunan Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah Rawas (RKPD)  

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 bertujuan mewujudkan sinergitas dan 

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran serta 

mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. 

 

1. 5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD  

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  Kabupaten  Musi 

Rawas  Tahun 2023 adalah sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, 

dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan 

dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan 

penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen. 
 

BAB II  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Berisi gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD 

tahun 2021, secara ringkas yaitu : 

1. Kondisi  Umum  Daerah  menjelaskan  tentang  kondisi  daerah  

mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan 

masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. 
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2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai 

dengan tahun 2021.   

 

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan 

tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan 

ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan 

pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan 

perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah 

dan pembiayaan daerah. 

 

BAB IV  PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Memuat arah kebijakan pembangunan daerah jangka panjang 

(RPJPD) tahap IV (masa transisi), serta prioritas pembangunan 

dengan memperhatikan pokok- pokok pikiran DPRD, arah kebijakan 

nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas, serta keterkaitan arah 

kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan. 

Bab IV juga memberi landasan bagi penyiapan formulasi kebijakan 

pembangunan daerah jangka panjang tahap IV sebagai bagian dari 

masa transisi sebelum ditetapkannya RPJMD yang baru. 

 

BAB V   RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

Memuat rencana program prioritas dan kegiatan prioritas daerah 

tahun 2023 yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan 

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023, yang 

mempedomani RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026, 

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dan RPJMN 

Tahun 2019-2024. 

 

BAB VI   KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 

untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang 
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ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator 

Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun rencana. 

 

 BAB VII PENUTUP  

Memuat kesimpulan dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah  Tahun 2023 di Kabupaten Musi Rawas. 
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2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah 

Kabupaten Musi Rawas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera 

Selatan, Indonesia. Kabupaten Musi Rawas terbentuk berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. 

Ibukota Kabupaten Musi Rawas terletak di Kecamatan Muara Beliti berdasarkan 

Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Nomor 08/KPTS/DPRD/2004 tentang 

persetujuan usulan nama ibukota dan lokasi pusat pemerintahan. 

Kabupaten Musi Rawas memiliki 14 Kecamatan, terdiri dari 13 Kelurahan 

dan 186 Desa. Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 berjumlah 

410.210 jiwa dan luas wilayah sebesar 6.357,17 Km2 dengan kepadatan 

penduduknya mencapai 63,52 jiwa/km². Kabupaten Musi Rawas dapat ditempuh 

melalui transportasi darat dan udara. Melalui darat menggunakan angkutan umum 

(Kereta Api, Bus, Travel) dan Udara dengan Pesawat langsung dari bandara 

Soekarno-Hatta Jakarta dan bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ke 

Bandara Silampari. 

 

2.1.1   Aspek Geografis dan Demografis 

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

Kabupaten Musi Rawas secara geografis terletak pada posisi 102030’ 00” – 

1030  40’ 10” Bujur Timur dan 030 05’ 00” – 030 38’ 40” Lintang Selatan dengan luas 

wilayah sebesar 635.717,15 Ha dengan batas–batas wilayah sebagai berikut: 

• Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara. 

• Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang dan 

Kabupaten Lahat.  

BAB II 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
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• Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Provinsi 

Bengkulu. 

•   Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab 

Lematang Ilir (PALI) dan Kabupaten Musi Banyuasin. 
 

Gambar 2.1 Peta Admistrasi Kabupaten Musi Rawas 

 

Kabupaten Musi Rawas memiliki 14 Kecamatan, terdiri dari 13 Kelurahan 

dan 186 Desa dengan rincian sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 

Jumlah Kelurahan, Desa dan Luas Wilayah di Kab. Musi Rawas 

No Kecamatan Kelurahan Desa Luas Wilayah (Ha) 

1 Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas 1 12 596,92 

2 Selangit 1 11 717,34 

3 Sumber Harta 1 9 103,78 

4 Tugumulyo  1 17 67,71 

5 Purwodadi 2 9 63,26 

6 Muara Beliti 1 11 175,63 
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No Kecamatan Kelurahan Desa Luas Wilayah (Ha) 

7 Tiang Pumpung Kepungut 0 10 326,42 

8 Jayaloka 1 12 160,46 

9 Sukakarya 0 8 121,53 

10 Muara Kelingi 1 20 645,82 

11 Bulang Tengah Suku Ulu 1 18 751,54 

12 Tuah Negeri 0 11 263,45 

13 Muara Lakitan 1 19 1.963,54 

14 Megang Sakti 2 19 399,78 

J U M L A H 13 186 6.357,17 

Sumber : BPS Kab. Musi Rawas Tahun 2020 

 

Grafik 2.1 

Persentase Terhadap Luas Wilayah (Ha) Menurut Kecamatan  

di Kabupaten Musi Rawas 

 

Sumber : BPS Kab. Musi Rawas Tahun 2020 

 

Kondisi fisik Kabupaten Musi Rawas mempunyai topografi yang 

bergelombang, dengan ketinggian berkisar 25-1000 m dari permukaan laut, dengan 

kemiringan bervariasi dari 0-2%, sampai lebih dari 40%. Luas wilayah yang 

dominan adalah wilayah dengan kemiringan 0-15% yang merupakan daerah 

potensial untuk pertanian, selebihnya berupa tanah perbukitan yang mempunyai 

kemiringan sangat curam yang sebagian besarnya berupa Bukit Barisan yang 

memanjang dari utara sampai selatan, khususnya di bagian barat daerah ini yang 

termasuk kedalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang 
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membentang luas dalam 4 (empat) provinsi. Keadaan alam Kabupaten Musi Rawas 

terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet dan kebun lainnya.                           

Di Kabupaten Musi Rawas tidak terdapat gunung berapi, sedangkan di sebelah 

barat terdapat dataran rendah yang sempit dan berbatasan dengan bukit barisan. 

 

Keadaan tanah di Kabupaten Musi Rawas secara umum cocok untuk 

perkebunan, khususnya perkebunan karet dan sawit. Hal ini sangat mendukung 

perekonomian masyarakatnya yang banyak menggantungkan penghidupan pada 

perkebunan.Keadaan tanah di Kabupaten Musi Rawas terbagi atas beberapa jenis, 

antara lain jenis aluvial, litosol, asosiasi latisol, regosol, podsolik, dan asosiasi 

podsolik. Penyebaran jenis tanah di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari : 

1. Aluvial dengan ciri warna coklat kekuning-kuningan terbentuk oleh endapan liat 

dan pasir dijumpai di Kecamatan Tugumulyo dan Muara Kelingi. Tanah jenis ini 

seluas ± 8,05% dari luas kabupaten dan sangat cocok untuk tanaman padi dan 

palawija. 

2. Litosol seluas ± 7,17% dari luas kabupaten baik dimanfaatkan untuk tanaman 

keras, rumput-rumputan dan usaha ternak. 

3. Asosiasi Latisol hanya terdapat di kecamatan STL Ulu Terawas. 

4. Regosol  luasnya sama seperti asosiasi latisol, di mana ±55,89 % berada di 

Kecamatan Muara Beliti, yang diidentifikasi sangat cocok untuk budidaya 

tanaman padi sawah, palawija dan tanaman keras lainnya. 

5. Podsolik merupakan jenis tanah terluas di Kabupaten Musi Rawas. Sebagian 

besar terdapat di Kecamatan Muara Lakitan dan Kecamatan Jayaloka, baik 

untuk tanaman padi sawah, padi ladang dan tanaman karet. 

6. Asosiasi Podsolik  hanya terdapat di Kecamatan Muara Lakitan. 

 

Kabupaten Musi Rawas dialiri oleh empat sungai utama yang utamanya 

dapat dilayari, yaitu Sungai Musi, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi dan Sungai 

Semangus. Selain itu, masih terdapat sungai-sungai lainnya yang merupakan anak 

sungai-sungai utama tersebut seperti Sungai Keruh, Sungai Lintang dan Sungai 

Kungku yang merupakan anak dari Sungai Musi. Selain memiliki sungai-sungai 

besar, di Kabupaten Musi Rawas terdapat danau yaitu Danau Aur di Kecamatan 



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. MUSI RAWAS 2023 II-5 

Sumber Harta dan Danau Gegas di Kecamatan Suka Karya. Selain fungsinya 

sebagai penampung air, danau ini juga merupakan potensi wisata bagi Kabupaten 

Musi Rawas. 

 
Kabupaten Musi Rawas yang sebagian besar merupakan kawasan hutan 

dengan beberapa jenis tumbuhan seperti jenis tanaman kayu merawan, sungkai, 

merbau, kolim, rotan dan jenis tumbuhan kayu lainnya. 

 
Wilayah Kabupaten Musi Rawas berada di ketinggian 129 meter dpl, terdiri 

dari 66,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat. Keadaan 

alam wilayah Kabupaten Musi Rawas terdiri atas hutan potensial, sawah, ladang, 

kebun karet, cadas dan kebun lainnya. Di sebelah Barat terdapat dataran rendah 

yang sempit dan berbatasan dengan bukit barisan, dataran ini semakin ke Timur 

semakin luas. 

Ekosistem menyediakan serat alami yang meliputi serat yang diproduksi oleh 

tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat alami dapat digolongkan ke 

dalam (1) serat tumbuhan /serat pangan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (4) 

serat mineral seperti logam dan carbon. Sebagian besar wilayah Kabupaten Musi 

Rawas mempunyai klasifikasi sedang untuk penyediaan serat. Luasnya mencapai 

282.209,62 hektar atau 44,78% dari luas total wilayah. Klasifikasi tinggi mempunyai 

luas 238.531,31 hektar atau 37,85% yang berada di Kecamatan Muara Lakitan. 

Klasifikasi sangat tinggi di Musi Rawas mencapai 53.499,33 hektar atau 8,49% 

yang juga berada di Kecamatan Muara Lakitan seluas 29.545,56 hektar. Luasan 

untuk klasifikasi penyediaan serat rendah seluas 32.908,4 hektar atau 5,22% 

sedangkan yang sangat rendah seluas 23.020,31 hektar atau 3,65% dan berada di 

Kecamatan Tugumulyo dengan luas 4.526,24 hektar.  
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Grafik 2.2 

Persentase Luas Lahan Berdasarkan Klasifikasi Jasa Ekosistem Penyediaan 

Serat Kabupaten Musi Rawas 

Sumber : Kajian DDDTLH Kabupaten Musi Rawas, 2020 

 Penyediaan serat mempunyai potensi tinggi di penggunaan lahan dengan 

komoditas yang menghasilkan serat. Penggunaan lahan sawah, semak  belukar 

dan hutan termasuk dalam klasifikasi tinggi. Padi di sawah merupakan bagian dari 

tanaman yang menghasilkan serat pangan, baik dari tumbuhannya maupun biji 

padi. Beberapa jenis pohon di hutan yang dimanfatkan seratnya untuk bahan baku 

industri. Contoh kayu jarum  (softwood) dan kayu daun (hardwood) untuk 

dimanfaatkan seratnya untuk pulp dan kertas. Fauna yang ada di hutan juga 

menjadi sumber serat hewan. Kawasan hutan perlu dijaga kelestariannya selain 

untuk menjaga fungsi lindung juga melindungi sumber serat. Pemanfaatan hutan 

untuk bahan baku industri harus dikendalikan agar tidak mengurangi fungsi lindung. 

Penggunaan lahan lainnya memiliki potensi rendah untuk penyediaan serat seperti 

permukiman atau tegalan /ladang.  
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Gambar 2.2 

Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Serat  

 

Kabupaten Musi Rawas memiliki iklim tropis dan basah dengan curah hujan rata-

rata per bulan pada tahun 2021 sebesar 285,50 mm dengan rata-rata hari hujan 18 hari 

per bulannya. Curah hujan rata-rata tertinggi dan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan 

Maret dan September. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. MUSI RAWAS 2023  
II-8 

Grafik 2.3 

Curah Hujan Dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Musi Rawas 

Tahun 2021 

 

Sumber : Musi Rawas Dalam Angka 2022 

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta 

bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran,kematian, 

migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara 

keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, 

kewarganegaraan, agama atau etnisitas tertentu. Dengan demikian data 

kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun 

tidak resmi yang diterbitkan oleh Badan-badan pencatatan kependudukan 

(pemerintah maupun nonpemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, 

gambar dan lain-lain. Secara khusus UU No.24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 

menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data 

agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran pendudukdan 

pencatatan sipil. 

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Musi Rawas secara umum dipengaruhi 

oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah 

dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan 

tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya 

untuk menurunkan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, 

seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye 

program KB. Sementara upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat. 
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Penduduk Kabupaten Musi Rawas pada tahun  2021  berjumlah  410.210 

jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas dengan perbandingan jumlah 

penduduk laki-laki sebanyak 209.840 jiwa dan perempuan sebanyak 200.370 jiwa. 

(Sumber : Kemendagri, 2021). 

Dengan luas wilayah sebesar  6.357,17 Km2 maka tingkat kepadatan 

penduduk Kabupaten Musi Rawas adalah 62,93 jiwa/km².  

Tabel 2.2 

  Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas 

  KECAMATAN 
Data Agregat Kependudukan 

 LAKI-LAKI   PEREMPUAN   JUMLAH  

1. Tugumulyo        24,541              23,990         48,531  

2. Muara Lakitan        21,847              20,351         42,198  

3. Muara Kelingi        22,542              21,354         43,896  

4. Jayaloka          8,576                8,190         16,766  

5. Muara Beliti        13,862              13,489         27,351  

6. STL. Ulu Terawas        17,075              16,333         33,408  

7. Selangit        10,103                9,637         19,740  

8. Megang Sakti        29,233              27,598         56,831  

9. Purwodadi          8,147                7,946         16,093  

10. BTS. Ulu        15,677              14,836         30,513  

11. Tiang Pumpung Kepungut          6,414                6,196         12,610  

12. Sumber Harta          9,660                9,327         18,987  

13. Tuah Negeri        14,214              13,546         27,760  

14. Suka Karya          7,949                7,577         15,526  

TOTAL    209,840  200,370  410,210  

(Sumber : Data Kemendagri 2021). 
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B. Potensi Pengembangan Wilayah 

 

Karakteristik wilayah Kabupaten Musi Rawas maka dapat diidentifikasi 

wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dan 

kawasan lindung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 

2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi 

Rawas Tahun 2011-2031, kawasan budidaya di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari:  

1. Kawasan Hutan Produksi 

Di Kabupaten Musi Rawas kawasan hutan produksi yang ada berupa: Kawasan 

Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Hutan Produsi Tetap (HP), dan 

Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK). Dalam Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas 2011-2031 pengelolaan kawasan hutan 

produksi diarahkan untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi 

Tetap (HP), sedang kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) akan 

dialihgunakan untuk pengembangan perkebunan (kelapa sawit dan karet) 

melalui program agropolitan. 

a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 

Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan kawasan yang 

diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas di mana eksploitasinya hanya 

dapat dengan tebang pilih dan tanam. Luas Kawasan  HPT sebesar 7.385,84 

Ha, sebagian besar berada di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas 

dan menempati lereng 16-40%, dengan jenis tanah seperti podsolik haplik dan 

kambisol eutrik. Batuan permukaan sedang dan bahaya erosi sedang-tinggi.  

Sebagian kawasan ini telah dirambah masyarakat dan digunakan untuk 

budidaya karet rakyat secara tradisional dan kegiatan perladangan.  

Pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas ini diarahkan agar selain dapat 

memberikan fungsi ekologis serta menghasilkan kayu hutan juga dapat 

memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Untuk 

itu pada kawasan hutan produksi terbatas yang telah dirambah oleh 

masyarakat sekitar hutan perlu dikembangkan kebijakan pola pengelolaan 

kawasan hutan yang melibatkan partisipasi masyarakat, melalui program 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yakni model pengelolaan 
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hutan partisipatif yang melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagai subyek 

pembangunan perhutanan. Dengan demikian diharapkan kawasan hutan ini 

akan menjadi basis ekonomi rakyat sekitar hutan. Untuk itu penanaman 

tanaman sela yang memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, seperti karet dan 

tanaman buah-buahan (rambutan, durian, nangka, cempedak, dll) dapat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

dikembangkan.  Selain itu di kawasan ini juga cocok untuk pengembangan 

APIARI (Perlebahan) untuk menghasilkan madu.   

Untuk meningkatkan pengayaan vegetasi dan tutupan lahan, maka pada 

areal-areal yang masih gundul atau bervegetasi jarang dapat dilakukan 

program reboisasi sebagai pemulihan dan pengkayaan keaneka-ragaman 

jenis dengan melakukan penanaman jenis-jenis kayu yang memiliki nilai 

ekonomi tinggi, seperti: Merbau (Intsia biyuga), Bintangur (Calophyllum 

inophyllum), Mersawa (Anoisoptera  polyandra), Nyatoh (Palaquium gutta), 

Terentang (Campnosperma auriculata), Medang (Litsea firma), Terap 

(Artocarpus spp), dan lain-lain. Diharapkan dengan pengelolaan hutan 

bersama masyarakat ini, maka kegiatan perambahan hutan dapat 

dikendalikan. 

b. Kawasan Hutan Produsi Tetap (HP) 

Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan kawasan yang 

diperuntukkan bagi hutan produksi tetap di mana eksploitasinya hanya dapat 

dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam. Luas kawasan ini sebesar 

177.976,26 Ha, sebagian besar menyebar di berbagai kecamatan di 

Kabupaten Musi Rawas, antara lain: Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu 

Terawas, Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu, 

Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Muara Lakitan, dan Kecamatan 

Megang Sakti.  Sebagian besar kawasan ini menempati lereng  16-40%, 

dengan jenis tanah berupa jenis tanah podsolik haplik, kambisol eutrik, dan 

gleisol histik. Batuan permukaan rendah-sedang dan bahaya erosi rendah-

sedang. Sebagian kawasan ini telah dirambah masyarakat dan digunakan 

untuk budidaya karet rakyat secara tradisional dan kegiatan perladangan. 

Pengelolaan kawasan hutan produksi tetap ini diarahkan agar selain dapat 

memberikan fungsi ekologis serta menghasilkan kayu hutan juga dapat 
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memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Untuk itu pada 

kawasan hutan produksi tetap dapat dikembangkan melalui kemitraan 

dengan pihak swasta melalui program pengembangan Hutan Tanaman 

Industri (HTI). Selain itu kawasan hutan produksi tetap juga dapat dikelola 

bersama masyarakat (baik perorangan maupun kelompok/koperasi) melalui 

program Hutan Tanaman Rakyat (HTR), sebagaimana diamanahkan oleh 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007, Tentang 

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 

Pemanfaatan Hutan. Petani hutan dapat mengelola hutan produksi dengan 

luasan tertentu, dalam jangka waktu tertentu dengan cara melakukan 

penanaman sampai pemasaran, melalui HTR secara legal.Diharapkan 

pengelolan hutan melalui partisipasi masyarakat ini dapat meningkatkan  

potensi dan kualitas hutan produksi dan secara khusus kesejahteraan 

masyarakat di sekitar hutan dengan menerapkan sistem silvikultur intensif 

untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan, yang dilakukan 

melalui peran aktif masyarakat di sekitar hutan. 

c. Kawasan Hutan Produsi yang dapat dikonversi  (HPK) 

Hutan konversi ialah hutan produksi yang dapat diubah peruntukannya untuk 

memenuhi kebutuhan perluasan pengembangan wilayah di luar bidang 

kehutanan, misalnya transmigrasi, pertanian, perkebunan, industri, 

pemukiman dan lain-lain. Luas kawasan ini sebesar 7.385,84 Ha berada di 

Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan. 

2. Kawasan  Peruntukan Pertanian 

Kawasan Peruntukan Pertanian merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi 

tanaman pangan.  Di Kabupaten Musi Rawas kawasan pertanian meliputi 

kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura dan  

kawasan budidaya perkebunan. 

a. Kawasan Budidaya Tanaman Pangan 

Kawasan budidaya tanaman pangan diarahkan dan direncanakan pada lahan 

basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. 

Dalam hal ini yang dimaksud adalah sawah baik yang beririgasi maupun 

tidak. Kawasan budidaya tanaman pangan sebagian besar menyebar di 
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Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Sumber Harta, Tugumulyo, 

Purwodadi, Megang Sakti, Muara Beliti dan Muara Lakitan. 

- Kawasan Pertanian Lahan Basah Beririgasi 

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah di mana 

pengairannya dapat diperoleh secara irigasi, baik yang secara teknis bisa 

ditanami padi satu kali atau pun dua kali per tahun. Kawasan yang 

diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah dengan pengairan 

secara irigasi teknis.   Kawasan ini berupa dataran datar dengan jenis 

tanah aluvial yang memiliki status kesuburan tinggi dan dilengkapi 

infrastruktur irigasi teknis yang dibangun sejak pemerintahan Hindia 

Belanda. 

Arahan pengelolaan kawasan ini ditujukan untuk mempertahankan fungsi 

kawasan sebagai lumbung padi dan tidak terjadi alih fungsi lahan, serta 

meningkatkan produktivitasnya melalui rehabilitasi sarana/jaringan irigasi 

dan jalan usaha tani, sehingga dapat mendorong peningkatan Indek 

Pertanaman (IP) dari IP-200 menjadi IP-300, dengan pola tanam: Padi-

Padi-Palawija/Hortikultura atau Padi-Padi-Padi. 

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai lahan sawah abadi 

untuk mempertahankan fungsi sawah irigasi, maka pemerintah Kabupaten 

Musi Rawas akan melakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah  irigasi 

melalui instrumen insentif dan disinsentif.  Petani yang tetap 

mempertahankan sawahnya untuk budidaya padi mendapat insentif 

berupa keringan pajak dan subsidi sarana produksi pertanian. Sedangkan 

bagi yang melanggar/melakukan alih fungsi sawah menjadi non sawah 

wajib dikenakan pajak 10 kali lipat dan dikenakan denda penggantian biaya 

pembangunan sarana dan prasarana irigasi. 

 

- Kawasan Pertanian Lahan Basah Tadah Hujan 

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah di mana 

pengairannya sepenuhnya tergantung pada hujan.  Kawasan ini menempati 

areal dengan topografi datar, jenis tanah aluvial dan gleisol , dan status 

kesuburan tinggi. Kawasan ini menyebar secara spot-spot diberbagai 
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wilayah kecamatan di Kabupaten Musi Rawas direncanakan pada Suku 

Tengah Lakitan Ulu Terawas dengan luas total 723 ha. 

Arahan pengembangan kawasan ditujukan untuk mempertahankan agar 

tidak terjadi alih fungsi lahan menjadi non pertanian. Untuk itu perlu 

pengendalian ketat terhadap perijinan untuk peruntukan lain. Selain 

pengendalian terhadap alih fungsi lahan, pengembangan kawasan ini 

diarahkan untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan input teknologi 

irigasi pompanisasi baik air permukaan maupun tanah dangkal, guna 

meningkatkan indek pertanaman IP-200 menjadi IP-300, dengan pola 

tanam padi-palawija-beras menjadi padi-padi-palawija/ hortikultura. 

 

b. Kawasan Pertanian Hortikultura  

Kawasan budidaya hortikultur diarahkan dan direncanakan pada lahan kering. 

Kawasan  diperuntukan  bagi tanaman semusim di dataran rendah.  Kawasan 

ini menempati areal dengan bentuk wilayah datar (0-8%), jenis tanah aluvial 

dan podsolik, dengan pola penggunaan lahan eksisting: ladang (singkong, 

jagung, dan padi ladang).   

 

c. Kawasan Perkebunan  

Kawasan Perkebunan merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk  

dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan 

kering untuk komoditas perkebunan. Kawasan perkebunan  terdapat hampir 

di setiap kecamatan menyebar di Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan 

Muara Kelingi, Kecamatan Muara Lakitan, Kecamatan Tuah Negeri, 

Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Bulang Tengah 

Suku Ulu, Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, 

Kecamatan Selangit dan Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas. 

Berikut perkebunan yang akan dikembangkan di Kabupaten Musi Rawas :  

- Kawasan Pertanian Tanaman Tahunan/Perkebunan 

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan 

yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri. Di 

Kabupaten Musi Rawas kawasan pertanian tanaman tahunan 

diperuntukkan bagi kawasan pertanian tanaman tahunan kebun karet dan 
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kelapa sawit. Kawasan ini menempati areal dengan lereng datar hingga 

agak berbukit (0-25%), jenis tanah organosol, gleisol, kambisol, dan 

podsolik, bahaya banjir sedang,  erosi sedang, dan pola penggunaan lahan 

eksisting: tegalan dan semak belukar. Kawasan ini menyebar di berbagai 

wilayah kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. Arahan pemanfaatan 

kawasan ini ditujukan untuk menjaga agar kelestarian lahan dapat 

dipertahankan dan produktivitas lahan dapat ditingkatkan melalui pola 

pemanfaatan Kebun Karet dan Kelapa Sawit.   

 

- Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) 

Pola pertanian ini merupakan sistem pertanian perkebunan monokultur 

dengan jenis komoditi kelapa sawit dan karet. Status penguasaan lahan 

berupa Hak Guna Usaha selama 30 tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) 

kali, kawasan ini menyebar di Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Muara 

Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan. Pola pengelolaan diarahkan untuk 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani sekitar kawasan 

melalui konsep pola PIR (pola Inti–Plasma) dimana perusahaan besar 

swasta nasional sebagai inti dan masyarakat petani sekitar sebagai 

plasma, dengan distribusi penguasaan lahan sampai 40:60. 

 

- Perkebunan Rakyat 

Pola pertanian ini merupakan sistem pertanian perkebunan monokultur 

dengan jenis komoditi kelapa sawit dan karet, dengan status penguasaan 

lahan berupa hak milik petani. Kawasan pengembangan perkebunan rakyat 

dengan komoditi karet diarahkan di Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan 

Tuah Negeri, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Muara Kelingi, 

Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu, Kecamatan 

Jayaloka, dan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut. Sedangkan untuk 

pengembangan perkebunan rakyat dengan komoditi kelapa sawit 

diarahkan untuk dibagian tengah dan utara wilayah kabupaten ini, yakni di 

Kecamatan Muara Lakitan. Pola pengelolaan perkebunan rakyat diarahkan 

melalui konsep pengembangan agropolitan,  secara pola ruang kawasan 
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agropolitan mencakup kawasan produksi dan kawasan pelayanan. 

Sedangkan secara struktur kawasan akan di kembangkan pusat pelayanan 

(kota tani), pusat pengumpul, dan desa-desa sebagai basis produksi. Untuk 

memudahkan pengumpulan komoditi petani dari kawasan produksi ke 

pusat kota tani,  maka perlu dilengkapi infrastruktur jalan desa, jalan usaha 

tani, terminal agribisnis, dan lain-lain. Di Kota Tani akan dibangun fasilitas 

pemasaran, jasa keuangan, dan pusat promosi. Kota Tani sebagai 

agrocenter akan dibangun di Muara Beliti.Guna mempertahankan status 

kesuburan tanah baik di kawasan perkebunan besar swasta nasional 

maupun di kawasan perkebunan rakyat (agropolitan), maka secara teknis 

pengolahan lahan perlu dilakukan penanaman tanaman penutup (cover 

crop) dari jenis kacang-kacangan, antara lain Calopogonium centrocema 

(Cc), Calopogonium pubesciens   (Cp), dan Calopogonium muconoides 

(Cm). 

 

- Kawasan Kebun Campuran 

Di kawasan non hutan, dengan bentuk wilayah agak berbukit hingga agak 

bergunung (16-40%),  diarahkan untuk pengembangan kebun campuran 

(talun kebun), yaitu suatu sistem pertanian hutan tradisional dimana dalam 

sebidang tanah ditanami berbagai macam tanaman yang diatur secara 

spasial dan temporal. Tanaman buah-buahan seperti: durian, rambutan, 

langsat, dan alpukat dibudidayakan bersama berbagai tanaman kayu-

kayuan dan tanaman pangan lainnya.   Kawasan ini terutama berada di 

Kecamatan Selangit. 

Jenis tanaman kayu-kayuan yang dikembangkan merupakan kelompok 

kayu tidak keras dan cepat besar seperti sengon, kaliandra, turi, dan lain-

lain.  Jenis kayu ini memiliki nilai ekonomis sebagai sumber kayu bakar, 

papan cor, dan bahan peti kemas. Di bawah tanaman buah-buahan dan 

kayu-kayuan dapat dikembangkan jenis tanaman semusim, seperti kacang 

tanah, jagung, kedelai, dan sayur-sayuran. Setelah umur 8-10 tahun jenis 

tanaman kayu-kayuan ditebang, sehingga tingkat naungan berkurang. 

Dengan demikian tanaman buah-buahan dan tanaman semusim (tanaman 
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pangan) memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan penyinaran 

matahari secara cukup. Selama 5 (lima) tahun lahan dibersihkan dari jenis 

tanaman bawah dan tidak ditanami jenis kayu-kayuan, sehingga lapisan 

tanah atas (top soil) memperoleh penyinaran matahari dan diharapkan 

terjadi proses pematangan tahan. Namun selama lima tahun itu pula dapat 

dikembangkan tanaman semusim, seperti kacang tanah, jagung, kedelai, 

dan lain-lain.  Setelah lima tahun lahan dapat kembali jenis kayu-kayuan 

yang tidak keras sebagai sumber kayu bakar, papan cor, peti kemas, dan 

lain-lain. Demikian rotasi pertanaman ini terus dilakukan, sehingga sifat fisik 

dan kimia tanah tetap dapat dilestarikan. 

  

3. Kawasan Peruntukan Perikanan 

Rencana pengembangan peruntukan perikanan di Kabupaten Musi Rawas 

diarahkan pada perikanan tangkap,  budidaya perikanan air tawar  serta 

konservasi perikanan air tawar. Budidaya ikan air tawar terdiri dari budidaya 

perikanan sungai, kolam, dan sawah serta pembibitan ikan. Jenis ikan 

budidaya yang dikembangkan antara lain ikan  Nila, Mas, Patin,dan Lele.  

Alokasi ruang untuk pengembangan kawasan perikanan budidaya di 

Kabupaten Musi Rawas  disesuaikan sesuai potensi dari masing-masing 

kecamatan yang ada, diantaranya: 

a. Pengembangan kegiatan perikanan tangkap yang dilakukan di Sungai 

Musi, Sungai Lakitan dan Sungai Kelingi. 

b. Pengembangan kegiatan budidaya air deras di Kecamatan Tugumulyo, 

Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Sumber 

Harta, Kecamatan Megang Sakti dan Kecamatan Suku Tengah Lakitan 

Ulu Terawas. 

c. Pengembangan kegiatan budidaya ikan  air tenang diKecamatan Tugu 

Mulyo, Kecamatan Muara Beliti,  Kecamatan Purwodadi, Kecamatan 

Sumber Harta, Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Suku Tengah 

Lakitan Ulu Terawas, Kecamatan Tuah Negeri, Kecamatan Muara Kelingi, 

Kecamatan Muara Lakitan, dan Kecamatan Sukakarya. 
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d. Kegiatan pengembangan budidaya perairan umum di Sungai Musi, 

Sungai Lakitan, Sungai Kelingi, Sungai Merung  dan Danau Aur. 

e. Kawasan peruntukan konservasi perikanan air tawar terdapat di daerah 

reservat Bendungan Air Gegas. 

 

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan 

Kawasan yang diperuntukkan bagi kawasan pertambangan yang secara 

ekonomis mempunyai potensi bahan tambang, mencakup tambang mineral, 

Migas dan pertambangan batu bara. Pertambangan mineral digolongkan atas 

pertambangan mineral radio aktif, mineral logam, mineral bukan logam dan 

batuan.  Pertambangan  mineral tersebar di Kecamatan Suku Tengah Lakitan 

Ulu Terawas, Selangit, Sumber Harta, Tugumulyo, Purwodadi, Megang Sakti, 

Muara Beliti, Tiang Pumpung Kepungut, Bulang Tengah Suku Ulu, Muara 

Kelingi dan Muara Lakitan. 

Pertambangan Minyak dan Gas tersebar di Kecamatan  Suku Tengah Lakitan 

Ulu Terawas, Selangit,  Tugumulyo, Purwodadi, Muara Beliti, Tiang Pumpung 

Kepungut, Jayaloka,  Sukakarya, Bulang Tengah Suku Ulu, Tuah Negeri, 

Muara Kelingi dan  Muara Lakitan. 

Sedangkan Pertambangan Batubara tersebar di Kecamatan Jayaloka, Bulang 

Tengah Suku Ulu, Muara Kelingi dan Muara Lakitan. 

Kawasan pertambangan di Kabupaten Musi  Rawas  meliputi kawasan 

pertambangan bijih besi, timah hitam, seng, emas, batuan, batubara, minyak 

bumi dan gas.  Kawasan ini menempati areal dengan bentuk wilayah datar–

berombak (0-8%), jenis tanah podsolik, dan pola penggunaan lahan eksisting 

perkebunan rakyat dan hutan. Arahan pemanfaatan ruang untuk 

pertambangan dibatasi pada areal yang telah memperoleh ijin eksploitasi dan 

kontrak karya. Sedangkan untuk pengembangan pada areal lainnya sangat 

dibatasi guna menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan penambangan yang 

sudah ada wajib memperhatikan asas kelestarian lingkungan. 

5. Kawasan Peruntukan Industri 

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Musi Rawas, 

diarahkan untuk industri pengelolaan potensi sumber daya alam untuk 
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peningkatan nilai tambah dan produktifitas wilayah secara berkelanjutan. 

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Musi Rawas, diharapkan 

mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi daerah 

kabupaten dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan wilayah lebih luas, 

dengan tetap memperhatikan upaya mencegah pencemaran fungsi 

lingkungan. Sebaran pengembangan kawasan industri pengelolaan sumber 

daya alam diarahkan pada kawasan sekitar pusat-pusat kegiatan utama 

Kabupaten.  

Berdasarkan uraian di atas rencana kawasan industri di Kabupaten Musi 

Rawas direncanakan di Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti dengan 

luas 50 hektar.  Kawasan Industri ini  akan dilengkapi dengan sarana 

transportasi yatu pembangunan jalur rel kereta api dengan ruas Durian 

Remuk-Kota Padang, yang nantinya akan terhubung dengan jalur kerata api 

Lubuklinggau-Palembang. 

 

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata 

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi 

kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau 

kawasan budidaya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan 

fasilitas penunjang pariwisata.Peruntukan kawasan pariwisata di wilayah 

Kabupaten Musi Rawas  berupa Kawasan wisata alam, wisata budaya dan 

wisata buatan. Pengembangan pariwisata alam ini meliputi pemanfatan 

didalam kawasan hutan dan perairan, pengembangan pariwisata buatan 

diarahkan pada kawasan Agropolitan Center dan pusat pemerintahan. 

Kawasan wisata alam, wisata budaya  dan buatan yang ada di Kabupaten 

Musi Rawas  diarahkan di : 

a. Kawasan Wisata Alam 

 pariwisata Danau Aur di Kecamatan Sumber Harta. 

 pariwisata Bukit Cogong di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu 

Terawas. 

 pariwisata Gua Napal licin di Kawasan konservasi TNKS. 

 pariwisata Danau Gegas di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut. 
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 pariwisata Danau Sukahati  di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu 

Terawas. 

 pariwisata Bukit Botak Kecamatan  Suku Tengah Lakitan Ulu 

Terawas. 

 pariwisata Air Terjun Telun Sukaraya di Kecamatan Suku Tengah 

Lakitan Ulu Terawas.  

 pariwisata Air Terjun Satan di Kecamatan Muara Beliti.   

 pariwisata Air Terjun Sungai Dingin.   

 pariwisata Air Mancur SP II. 

 pariwisata Kawasan Konservasi TNKS. 

 pariwisata Danau Tingkip di Kecamatan Purwodadi. 

 pariwisata Hutan Bulian di Kecamatan Muara Kelingi.  

 pariwisata Arung Jeram Sungai Rawas di kawasan konservasi TNKS. 

b. Kawasan Wisata Buatan 

 Pariwisata Air di kawasan Agropolitan Center; dan 

 pariwisata Hutan Kota kawasan Pusat Pemerintahan. 

 Sri Mulyo Edupark (SEP)  

 Taman Beliti Anggon 

7. Kawasan Peruntukan Permukiman 

a. Kawasan Permukiman Perkotaan 

Menunjukkan areal kawasan permukiman perkotaan, kawasan ini 

menempati areal dengan bentuk wilayah datar–berombak (0-8%), jenis 

tanah aluvial, dan pola penggunaan lahan eksisting permukiman dan 

pekarangan. Kawasan ini menyebar secara spot-spot, terutama di pusat-

pusat ibukota kecamatan dan desa/kelurahan  di seluruh kecamatan di  

Kabupaten Musi Rawas. 

Arahan pemanfaatan ruang ditujukan untuk mengoptimalkan dan 

mengendalikan peruntukan lahan dengan tetap mempertahankan 

keberadaan fungsi resapan melalui ruang terbuka hijau (RTH). Untuk itu 

perlu pengaturan aktivitas pembangunan melalui penerapan Koefisien 

Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangun (KLB). Guna 

mengoptimalkan fungsi layanan bagi penduduk kota serta pelayanan 
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ekonomi bagi wilayah belakangnya, maka perlu penyediaan fasilitas 

sosial dan fasilitas umum yang memadai, serta dukungan prasarana 

jalan dan terminal antar kota baik berupa terminal  penumpang maupun 

terminal barang  yang menunjang pembangunan agropolitan. 

 

b. Kawasan Permukiman Perdesaan 

Menunjukkan areal kawasan permukiman perdesaan, kawasan ini 

menempati areal dengan bentuk wilayah datar–bergelombang (0-15%), 

jenis tanah podsolik, kambisol, aluvial, dan koluvial, dengan pola 

penggunaan lahan eksisting permukiman dan pekarangan. Kawasan ini 

menyebar di tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Arahan 

pemanfaatan ruang ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi layanan bagi 

masyarakat perdesaan dengan pengaturan tata ruang permukiman dan 

pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum perdesaan yang 

mendukung kegiatan pertanian/agropolitan.  
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Gambar 2.3 

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Rawas 

 

 

2.1.2   Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya 

adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita. Jumlah Penduduk 

Miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan di bawah 

garis kemiskinan. Sementara itu Pendapatan Perkapita merupakan besarnya 

pendapatan rata-rata penduduk. Semakin tinggi nilai pendapatan perkapita, dapat 

dikatakan semakin makmur penduduk wilayah tersebut. Namun demikian indikator-

indikator tersebut perlu dikonfirmasi dengan penilaian sejauh mana kegiatan 

perekonomian daerah dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk. Untuk 

melihat perkembangan pemerataan pembangunan digunakan indikator 

ketimpangan pendapatan antar penduduk dan ketimpangan antar wilayah. 
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1. PDRB  

PDRB salah satu indikator ekonomi yang menggambarkan kondisi rill 

ekonomi suatu daerah, indikator pertumbuhan PDRB ini menunjukan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dalam lingkup daerah dan mengenai geliat keberhasilan 

program pembangunan ekonomi makro daerah yang telah dicapai dalam 

meningkatkan kemakmuran masyarakat di suatu daerah.  Salah satu tujuan 

pembangunan diantaranya adalah peningkatan Pendapatan Domestik Bruto 

penduduk Kabupaten Musi Rawas yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Dengan memperhatikan realisasi PDRB dan distribusi PDRB atas dasar harga 

berlaku selama Tahun 2020-2021, seperti dalam tabel 2.3 berikut ini :  

 

Tabel 2.3 

PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Berlaku 

Tahun 2020-2021  (Milyar Rupiah) 

Sektor PDRB 2020 2021 

Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan 5,818.98  6,094.96  

Pertambangan dan Penggalian 5,886.77  6,377.85  

Industri Pengolahan 2,705.27  2,885.81  

Pengadaan Listrik dan Gas 5.74  6.24  

Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur 

Ulang 
1.58  1.61  

Konstruksi 1,109.63  1,153.04  

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 
1,793.01  1,901.68  

Transportasi dan Pergudangan 88.03  89.99  

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 66.71  68.44  

Informasi dan Komunikasi 72.69  79.58  

Jasa Keuangan dan Asuransi 123.80  127.61  

Real Estate 274.17  285.83  

Jasa Perusahaan 3.95  4.28  

Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 
407.30  414.43  

Jasa Pendidikan 527.47  555.73  

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 146.80  160.33  

Jasa lainnya 205.45  210.78  

Produk Domestik Regional Bruto 19,237.35  20,418.19  

(Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas, 2022) 
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Berdasarkan data pada tabel 2.3, nilai PDRB atas dasar harga berlaku 

dengan migas Kabupaten Musi Rawas meningkat dari Rp.19,23 Trilyun pada tahun 

2020 meningkat pada tahun 2021 menjadi  Rp.20,41 Trilyun atau mengalami 

kenaikan sebesar 6,13%.   

 

Grafik 2.4 

 PDRB Dasar Harga Berlaku Kabupaten/kota  

di Provinsi Sumatera Selatan

 
 

Sumber: BPS Provinsi Sumsel Tahun 2021 

 

Data struktur ekonomi Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel 2.5 

di bawah ini:  
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Tabel 2.4 

Struktur Ekonomi Kabupaten Musi Rawas 

Tahun 2019-2021 (%) 

Lapangan Usaha 2019 2020 2021 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 29.28 30.16 29.85 

Pertambangan dan Penggalian 32.54 30.80 31.24 

Industri Pengolahan 13.48 14.01 14.13 

Pengadaan Listrik dan Gas 0.03 0.03 0.03 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 
0.01 0.01 0.01 

Konstruksi 5.97 5.75 5.65 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor 
8.92 9.29 9.31 

Transportasi dan Pergudangan 0.48 0.46 0.44 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.35 0.35 0.34 

Informasi dan Komunikasi 0.33 0.38 0.39 

Jasa Keuangan dan Asuransi 0.66 0.64 0.62 

Real Estate 1.41 1.45 1.4 

Jasa Perusahaan 0.02 0.02 0.02 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 
2.05 2.11 2.03 

Jasa Pendidikan 2.79 2.73 2.72 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.69 0.76 0.79 

Jasa lainnya 1.02 1.06 1.03 

Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100  

 

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas, 2022 

 

PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Musi Rawas tahun 2020-2021 

dapat dilihat pada tabel di berikut ini : 
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Tabel 2.5 

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 

2020-2021 (%) 

SEKTOR PDRB 2020 2021 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.96 3.76 

Pertambangan dan Penggalian -0.92 -0.65 

Industri Pengolahan 0.75 4.39 

Pengadaan Listrik dan Gas 13.1 6.56 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 
5.46 0.23 

Konstruksi -1.44 1.3 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 
-0.02 5.21 

Transportasi dan Pergudangan -4.57 1.92 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -0.56 2.13 

Informasi dan Komunikasi 15.1 8.38 

Jasa Keuangan dan Asuransi 1.46 1.57 

Real Estate 1.05 3.04 

Jasa Perusahaan 7.91 7.98 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 
2.99 1.47 

Jasa Pendidikan 0.35 4.69 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6.48 8.12 

Jasa lainnya 1.37 1.65 

Produk Domestik Regional Bruto 0.23 2.33 

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas, 2022 

 

 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan pada 

Tahun 2021 sebesar 2.33 persen atau mengalami kenaikan sebesar persen dibandingkan 

tahun 2020. Adanya pandemi Covid 19 menyebabkan terjadinya penurunan disetiap sektor 

PDRB. Hanya beberapa sektor mengalami peningkatan yaitu sektor Pengadaan Listrik dan 
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Gas sebesar, sektor Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.  

 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada grafik 

berikut.  

Grafik 2.5 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 

 

 

 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021 mencapai 

sebesar 2,33 dan berada pada peringkat ke enam belas tingkat Kabupaten/ Kota di 

Sumatera Selatan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan dapat 

dilihat pada grafik berikut.  

 

Grafik 2.6 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan 

Tahun 2021 

 

Sumber : BPS, 2022 
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PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Musi Rawas pada 

tahun 2020 mencapai sebesar 13.713,75. Apabila dibandingkan dengan wilayah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, pertumbuhan PDRB ADHK cukup 

baik dengan Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera selatan. Dapat dilihat pada Grafik 

berikut.  

Grafik 2.7 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)  

Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan 

 
Sumber: BPS Provinsi Sumsel Tahun 2021 

 

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk dilihat dari nilai PDRB. 

Besar kecilnya nilai PDRB sangat  tergantung pada Pengeluaran Makanan dan Non 

Makanan. Nilai PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Musi Rawas 

pada tahun 2020 sebesar Rp. 47.279.700 mengalami peningkatan pada tahun 2021 

sebesar Rp.   

 

Tabel 2.6 

 Capaian PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku  

Indikator Realisasi 

PDRB perkapita ADHB 2020 2021 

47.279.700 52.207.820 

 

Sumber: BPS Kab. Musi Rawas 

2. Inflasi 

Indikator yang digunakan untuk melihat besaran kenaikan harga barang dan 

jasa yang terjadi adalah inflasi. Inflasi sektoral yang dilihat dalam publikasi ini 

9,866.72 
20,228.21 

41,594.54 

12,427.42 
13,713.75 

44,604.66 

19,999.57 
5,731.91 

10,054.10 

7,492.94 

3,473.40 

4,716.96 

5,573.36 

104,043.04 

5,375.37 

2,234.27 

4,334.37 

PDRB ADHK 2010 Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah)
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digunakan untuk melihat besaran kenaikan harga barang dan jasa di tingkat 

produsen. 

Tabel 2.7 

Laju Inflasi Implisit (Tingkat Produsen) %  

Kabupaten Musi Rawas 2017-2021 

 

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 

Kab. Musi Rawas 3,94 2,42 2,10 1,97 1,63 

Provinsi Sumsel 2,96 2,74 2,96 1,55 1,82 

Nasional 3,61 3,13 2,72 1,68 1,53 

Sumber: BPS Nasional dan BPS Provinsi Sumsel 

 

Angka Inflasi masih dianggap wajar apabila masih dibawah satu digit pada 

kisaran 0 dan dibawah 10%, apabila dibawah 0% atau deflasi dan diatas 10% 

sangat membahayakan bagi perekonomian terutama dalam mengurangi angka 

kemiskinan.  

3.Gini Ratio 

Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan 

pendapatan secara menyeluruh. Trend selama 5 (lima) tahun rata-rata Gini Rasio 

Musi R awas menunjukkan kesenjangan semakin berkurang. Salah satu penyebab 

angka ketimpangan relatif lebih rendah tidak lepas dari perekonomian Kabupaten 

Musi Rawas masih bertumpu pada sektor Primer Pertanian yang mempunyai 

metode produksi yang padat karya, dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai 

buruh tani/perkebunan, buruh bangunan sehingga pembagian pendapatan relatif 

lebih merata atau disparitas pendapatan antar penduduk relatif kecil, bila 

dibandingkan sektor modern yang padat modal dalam produksi. Adanya Pandemi 

Covid 19 pada tahun 2020 menyebabkan Gini Ratio mengalami peningkatan. 

Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Musi Rawas saja, tetapi terjadi  

diseluruh wilayah Indonesia. Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada 

grafik  2.8. 
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Grafik 2.8 

Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017-2021 

 

Sumber : BPS Sumsel Tahun 2022 

 

Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas apabila dibandingkan dengan 

Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan termasuk Kabupaten yang memiliki Gini  

Ratio rendah. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran Kabupaten Musi Rawas 

lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera 

Selatan. Gini Ratio Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Grafik. 2.9. 

Grafik 2.9 

Gini Ratio Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2021 

 

Sumber : BPS Sumsel Tahun 2021 
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Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas apabila dibandingkan dengan nilai Gini 

Ratio Provinsi dan Nasional maka nilai Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas berada 

di bawah nilai rata-rata Provinsi dan Nasional. Dapat dilihat pada grafik 2.10 

 

Grafik 2.10 

Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dan Nasional  

Tahun 2017-2021 

 

Sumber : BPS Sumsel Tahun 2022 

Salah  satu  upaya  pemerataan  ekonomi di   Musi Rawas  adalah menekan 

tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah. Pada Tahun 2021 dengan adanya 

Pandemi Covid 19 menyebabkan peningkatan gini rasio menjadi 0,28. Akan  tetapi 

jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional, maka  nilai Gini Ratio 

Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2021 masih berada di bawah Provinsi Sumsel 

yang mencapai 0,34 dan Nasional yang mencapai 0,39. 
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4. Kemiskinan 

Grafik 2.11 

Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 – 2021  

     

Sumber : BPS Tahun 2022. 

 

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita 

per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang 

memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak miskin.  

Berdasarkan data pada grafik 2.12 diatas, Tahun 2017 angka kemiskinan 

Kabupaten Musi Rawas sebesar 14,24% sampai dengan tahun 2019 turun menjadi 

13,37%. Pada tahun 2020, angka  kemiskinan mencapai 13,50% atau mengalami 

kenaikan sebesar 0.13% dan apada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali 

sebesar 14.25%. Adanya Pandemi Covid 19 menyebabkan meningkatnya angka 

kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas. Meningkatnya angka kemiskinan juga terjadi 

di tingkat Provinsi dan tingkat Nasional. Untuk itu Kabupaten Musi Rawas telah 

berusaha melakukan upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi dan melaksanakan 

program yang terintegrasi di berbagai sektor pembangunan. 
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Grafik 2.12 

Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2021 

 

Sumber : BPS Provinsi Tahun 2021. 

 

 Pada grafik, Untuk wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, 

angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas berada pada urutan ke lima di 

Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. 

 

Grafik 2.13 

Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas  

Tahun 2017-2021 

 

Sumber: BPS Nasional, BPS Provinsi  
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Dari grafik diatas dapat dilihat kedalaman kemiskinan Kabupaten Musi 

Rawas pada tahun 2017 sebesar 2,52. Pada tahun 2018 kedalaman kemiskinan 

sebesar 2,25 mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020 menjadi 2,05 dan 

mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 2,43. 

Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021, jika 

dibandingkan Kabupaten/Kota di sekitar Sumatera Selatan berada di posisi tengah 

atau kedalaman kemiskinan tidak terlalu tinggi dan rendah. Untuk melihat 

Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat 

pada grafik berikut.  

Grafik 2.14 

Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota Sumatera Selatan 

 Tahun 2021  

 

 

Bila disandingkan dengan capaian provinsi dan nasional, kedalaman 

kemiskinan Kabupaten Musi Rawas masih lebih tinggi, untuk lebih lanjut dapat 

dilihat pada grafik berikut. 
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Grafik 2.15  

Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/KotaTahun 2020 
 

 

Keterangan Musi Rawas 
Sumatera 

Selatan 
Indonesia 

Tingkat Kemiskinan Ekstrem (persen) 7,21 5,32 3,85 

Jumlah Penduduk Miskin  Ekstrem  (ribu 

jiwa) 
29,36 454,6 10448,13 

Tingkat Kemiskinan (persen) 13,5 12,66 9,78 

Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) 54,95 1081,59 26424,02 

Sumber: Susenas Maret 2020, BPS 

 

Musi Rawas memiliki memiliki tingkat miskin ekstrem sebesar 7,21 persen 

dengan besaran jumlah  Penduduk Miskin  Ekstrem  29,36 ribu jiwa. Tingkat 

kemiskinan ekstrem di Musi Rawas tersebut merupakan bagian dari penduduk 

miskin sebesar 13,5 persen atau 54,95 ribu jiwa. Sementara itu, tingkat kemiskinan 

ekstrem di provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,32 persen atau sebesar 454,6 ribu 

jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem di Sumatera Selatan  tersebut merupakan bagian 

dari penduduk miskin sebesar 12,66 persen atau 1081,59  ribu jiwa. 
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B. Fokus Kesejahteraan Sosial. 
 

1. Angka Melek Hurup 

 

Grafik 2.15 
Angka Melek Hurup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2021 

 

Sumber : BPS Tahun 2020; BPS Provinsi Sumsel Tahun 2021 

 

Angka Melek Huruf penduduk Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2019 

sampai dengan tahun 2021 mwngalami peningkatan. Pada tahun 2019, Angka 

Melek  Huruf  Kabupaten Musi Rawas sebesar 98,10 mengalami peningkatan 

ditahun 2020 mencapai 98,18 dan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 

98,35. Angka melek huruf Kabupaten Musi Rawas pada tahub 2021 masih berada 

dibawah capaian Provinsi sebesar 98,78 dan capaian Nasional 99,78. 

 

2. Angka Rata – Rata Lama Sekolah 

Rata-rata lama sekolah merupakan tahun belajar penduduk usia 15 Tahun 

keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun 

mengulang). 

 

 

 

 

 

 

98.10 98.18
98.35

98.76 98.75 98.78

99.76 99.78 99.78

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

2019 2020 2021

Angka Melek Huruf

Kabupaten Sumatera Selatan Nasional



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. MUSI RAWAS 2023 II-37 

Grafik 2.16 

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2021 

 

Sumber : BPS 2021 , BPS Provinsi dan BPS Kab. Mura 

 

Dari data grafik diatas maka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Musi 

Rawas mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2021 sebesar 0,29. Pada 

tahun 2021 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Musi Rawas 7,80 dan masih 

berada dibawah dari Rata-rata Lama Sekolah Provinsi sebesar 8,78 dan Nasional 

sebesar 8,97. 

Grafik 2.17 

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan  

Tahun 2021. 

Sumber : BPS 2021 , BPS Provinsi dan BPS Kab. Mura 

7.28 7.51
7.80

8.60

8.68
8.78

8.75

8.90
8.97

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2019 2020 2021

Rata-rata Lama Sekolah

Musi Rawas Provinsi Nasional

9.09

7.19
8.28

8.93
7.8 8.05 8.27 8.16 7.94 8.17 8.03

7.11
8

11.02
9.98 9.62 9.62



 

 

           RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. MUSI RAWAS 2023  
II-38 

C. Fokus Seni Budaya  

1. Budaya 

Ragam budaya di Musi Rawas, secara umum terbagi menjadi dua yaitu benda 

cagar budaya dan benda cagar budaya tak benda. Selain itu terdapat juga cerita 

rakyat,kuliner dan bahasa lokal. Sebagaimana daerah lain di provinsi Sumatera 

Selatan, kebudayaan Kabupaten Musi Rawas dipengaruhi juga oleh budaya 

melayu, agama islam, agama hindu dan yang tak bisa lepas adalah keberadaan 

eksistensi Kerajaan Sriwijaya. 

2. Seni 

Kabupaten Musi Rawas dikenal memiliki moto darah yang disebut “Lan 

Serasan Sekantenan” secara harfiah diartikan Lan berasal dari bahasa sindang dan 

musi yang berarti kerja atau usaha sedangkan Serasan berarti mufakat. 

Sekantenan berasal dari bahasa rawas yang berarti berteman akrab atau 

kelompok. Kesimpulan dari “Lan Serasan Sekentenan’ adalah karya mufakat yang 

kompak yang menunjukkan adanya kerja sama dalam mensukseskan setiap 

kegiatan pembangunan di daerah. Kabupaten Musi Rawas memiliki berbagai jenis 

tarian dan lagu daerah. 

 

2.1.3   Aspek Pelayanan Umum 

A. Fokus Layanan Urusan Wajib 

1. Pendidikan 

Dengan adanya penerapan undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2014 maka pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat,  

Daerah Provinsi dan Daerah  Kabupaten/Kota. Berdasarkan regulasi tersebut, 

kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaran 

pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. Untuk mengetahui seberapa banyak 

penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat persentase 

penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam 

suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator antara lain:  Angka Partisipasi  

Kasar (APK) serta Angka Partisipasi Murni (APM). 

 

 



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. MUSI RAWAS 2023 II-39 

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) 

APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah 

pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk 

yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. 
 

 

Grafik 2.17 

Grafik APK SD/MI Kabupaten Musi Rawas, Provinsi dan Nasional  

Tahun  2018-2021  

 
Sumber : BPS Musi Rawas, BPS Provinsi dan BPS Nasional 

 

Dari grafik di atas dapat digambarkan bahwa nilai APK SD/MI Kabupaten 

Musi Rawas pada tahun 2021 lebih kecil dibandingkan dengan APK Provinsi dan 

dan lebih besar dibanding dengan APK Nasional.  
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Grafik 2.18 

Grafik APK SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional  

Tahun  2016-2021 

 

Sumber : BPS Musi Rawas 2021, BPS Musi Rawas, BPS Provinsi dan BPS Nasional 

Dari grafik di atas dapat digambarkan bahwa nilai APK SMP/MTS Kabupaten 

Musi Rawas dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berfluktuatif. Secara 

umum nilai APK SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas berada diatas APK SMP/MTS 

Provinsi dan Nasional. Ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Musi Rawas 

mampu menampung usia sekolah lebih dari target yang telah ditetapkan. 

 

b. Angka Partisipasi Murni (APM) 

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase pada jumlah anak pada 

usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai 

dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang 

bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi 

anak yang bersekolah tepat waktu. 
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Grafik 2.19 

Grafik APM SD/MI Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional  

Tahun  2018-2021 

 

Sumber : BPS Musi Rawas 2021, BPS Musi Rawas, BPS Provinsi dan BPS Nasional 

 

Dari grafik di atas dapat digambarkan bahwa nilai APM SD/MI Kabupaten 

Musi Rawas  mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2021. Pada tahun 2021 APM 

SD/MI Kabupaten Musi Rawas mencapai 99,37 persen atau lebih besar jika 

dibandingkan APM SD/MI  Provinsi dan Nasional.   

 

Grafik 2.20 
Grafik APM SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional  

Tahun  2016-2021 

 
 

Sumber : BPS Musi Rawas 2021, BPS Musi Rawas, BPS Provinsi dan BPS Nasiona 
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Dari grafik di atas dapat digambarkan bahwa nilai APM SMP/MTS 

Kabupaten Musi Rawas  mengalami kenaikan dari tahun 2018-2021. Pada tahun 

2021 APM SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas mencapai 88,09 persen atau lebih 

besar jika dibandingkan APM SMP/MTS  Provinsi dan Nasional.  

. APM SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas mendekati nilai 100 dan termasuk 

dalam katagori baik. 

 

2. Kesehatan 

a.   Angka Harapan Hidup (AHH) 

Capaian Kinerja kesehatan diukur dengan IK: Angka Kematian Bayi, Angka 

Harapan Hidup, Persentase Kabupaten Musi Rawas Gizi Buruk dan Angka 

Kematian Ibu /100.000  KH. Capaian kinerja kesehatan dapat dilihat dalam berikut.  

Tabel 2.8 

Capaian Kinerja Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2021 

No Indikator 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 

1. Angka kematian 
bayi/1000 KH 

6,46 3,98 3,1 6,17 

2. Angka Harapan Hidup 
(Tahun) 

67,59 67,86 68,14 68,26 

3. Persentase Balita gizi 
Buruk 

0,070 0,75 0,45 0,22 

4. Angka Kematian Ibu 

Melahirkan 

(100.000/pddk) 

164,86 96,01 94,01 59,95 

5. Penurunan Stunting 1.499 856 1.857 503 

   Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 

 Pada tabel dapat dilihat bahwa adanya trend penurunan Angka Kematian 

Bayi dari tahun 2018 sebesar 6,46 sampai dengan tahun 2020 sebesar 3,1 dan 

pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,17 sedangkan Angka 

Kematian Ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) juga mengalami penurunan 

pada tahun 2018 sebesar 164,86 menjadi 94,01 pada tahun 2020 dan mengalami 

penurunan kembali pada tahun 2021 sebesar 59,95.  



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. MUSI RAWAS 2023 II-43 

Untuk Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami peningkatan dari tahun 2018 

sebesar 67,59 sampai dengan tahun 2021 sebesar 68,26. Peningkatan tersebut 

didukung dengan peningkatan akses Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan 

Usaha Kesehatan Primer (UKP) serta peningkatan preventif dan promotif. 

Pertumbuhan anak-anak  dengan tinggi badan kurang  (pendek) dan sangat 

kurang (sangat pendek) yang  dapat dikategorikan  stunting. Pada tahun 2018 

sampai tahun 2021 berfluktatif. Pada tahun 2018, jumlah anak stunting sebesar 

1.499 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 856 jiwa. Pada 

tahun 2020, jumlah anak yang stunting meningkat kembali menjadi 1.857 jiwa dan 

mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 sebesar 503 jiwa. Hal ini  

merupakan pekerjaan yang harus dituntaskan melalui dinas Kesehatan dan 

crosscutting dengan beberapa Perangkat Daerah dan stakeholders terkait, upaya 

penuntasan stunting dapat dilakukan melalui berbagai program salah satunya yaitu 

dengan program perbaikan gizi masyarakat.   

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Capaian IPM Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2018 sebesar 66,18  

meningkat pada tahun 2019 menjadi 66,92 dan pada tahun 2020 dengan adanya 

Pandemi Covid 19 IPM mengalami penurunan menjadi 66,79 atau menurun 

sebesar 0,13 berada dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 67,01 

dibawah IPM Provinsi sebesar 70,24 dan IPM Nasional sebesar 72,29. 
 

Grafik 2. 21 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan 

Nasional Tahun  2019-2021 

 
Sumber : BPS Provinsi Sumsel 2021 

2019 2020 2021

Musi Rawas 66.92 66.79 67.01

Provinsi 70.02 70.01 70.24

Nasional 71.39 71.92 72.29

66.92 66.79 67.01

70.02 70.01 70.24
71.39 71.92 72.29

64
66
68
70
72
74

Indeks Pembangunan Manusia

Musi Rawas Provinsi Nasional



 

 

           RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. MUSI RAWAS 2023  
II-44 

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

a.  Pekerjaan Umum 

Dampak pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan 

ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi tekanan 

bagi infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan 

kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Salah satu pembangunan infrastruktur 

adalah pembangunan jalan yang sangat tidak kalah penting dan diperlukan sebagai 

alat penghubung suatu tempat dengan tempat yang lain. Jalan di wilayah 

Kabupaten Musi Rawas berdasarkan statusnya dikategorikan dalam Jalan 

Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, dan Jalan Desa. 

Berdasarkan Keputusan Meteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruang Jalan 

Dalam Jaringan Jalan Menurut Fungsi Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan 

Kolektor-1 (JKP-1) bahwa ruas Jalan Nasional di wilayah Kabupaten Musi Rawas 

yaitu N12 (ruas Maur-Terawas 36,20 Km, yang masuk di wilayah Kabupaten Musi 

Rawas : batas Kab. Muratara-Terawas 9,3 Km), N13 (ruas Terawas-Batas Kota 

Lubuklinggau 24 Km), N15 (ruas Simpang Periuk-Muara Beliti13,5 Km, yang masuk 

di wilayah Kabupaten Musi Rawas : batas Kota Lubuklinggau-Muara Beliti 9,88 

Km), N16 (ruas Muara Beliti-Batas Kab. Musi Rawas 27,2 Km), dan N35 (ruas Batas 

Kab. Muba-Muara Beliti 78,26 Km). Jadi panjang Jalan Nasional yang masuk di 

wilayah Kabupaten Musi Rawas sepanjang 151,96 Km. Sedangkan ruas Jalan 

Provinsi di wilayah Kabupaten Musi Rawas ada 2 ruas yaitu P82 (ruas Simpang 

Periuk-Tugumulyo-Terawas 38 Km, yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas 

33,28 Km) dan P83 (ruas Terawas-Taba Tinggi-Maur 56,25 Km, yang masuk di 

wilayah Kabupaten Musi Rawas : Terawas-Batas Kab. Muratara 17 Km). Maka  

panjang Jalan Provinsi yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas sepanjang 

50,28 Km. Kemudian Jalan Kabupaten sepanjang 1.420,49 Km. 

 

 Jalan di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 151,96 

Km, Jalan Provinsi 94,25 Km, Jalan Kabupaten sepanjang 1.420,49 Km. Dengan 

rincian Jalan Aspal sepanjang 262,733 Km, Koral sepanjang 208,358 Km, Jalan 

Rigid Beton sepanjang 54,664 Km, Pembukaan Jalan 29,29 Km, Jalan desa 

1.753,49 Km dan Jalan Non Status sepanjang 63 Km. Rasio panjang jalan terhadap 
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luas wilayah Kabupaten Musi Rawas 0,0022 Km/Ha. Sedangkan kondisi jalan dan 

jembatan di Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada grafik berikut. 

 

Grafik 2.22 

Kondisi Jalan Kabupaten Musi Rawas (km) Tahun 2019-2021  

 

Sumber : Kompilasi Data BPS Kabupaten Musi Rawas dan Dinas PU Bina Marga (Data diolah) 

 

Grafik 2.23 

Kondisi Jembatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2021 

   

Sumber : Kompilasi Data BPS Kabupaten Musi Rawas dan Dinas PU Bina Marga (Data diolah) 
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